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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Undang Undang Pilkada ditinjau dari
Figih Siyasah. UU Pilkada yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada penelitian ini,
Pasal yang akan ditinjau adalah dari Pasal 7 Ayat (2) Huruf | Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 yang berisi tentang syarat menjadi calon Kepala Daerah
yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Hasil uji Materi MK menyebutkan
bahwa Pasal 7 Ayat (2) Huruf | dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang
telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dan telah
selesai menjalani masa pidananya serta secara jujur dan terbuka mengumumkan
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana maka seseorang
tersebut boleh maju menjadi calon Kepala Daerah.

Penelitian Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif
dengan analisa studi kepustakaan (library Research) menggunakan sifat penelitian
deskriptif-analisis yakni mendeskripsikan menguraikan dan menganalisis
permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dan tidak dikenal dengan data.

Landasan teori yang digunakan dalam meninjau Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 adalah Figih Siyasash dan Asas Keadilan
Hukum. Berdasarkan hasil pembahasan dihasilkan kesimpulan yakni Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat
(2) Huruf 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada telah sesuai
dengan Figih Siyasah.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Figih Siyasah dan
Asas Keadilan Hukum
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara negara hukum yang sarat akan
nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara
hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”. Negara hukum adalah konsep berparadigma bahwa negara dan alat
kekuasaan nya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaan nya saja,
melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah
dipositifkan kepada undang-undang yang paling dasar, yaitu Undang-Undang
Dasar.! Ciri-ciri negara hukum diantara-Nya : adanya perlindungan terhadap
hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak
tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan dan adanya keadilan Demokrasi.?

Sedangkan demokrasi dapat diartikan bahwa kedaulatan tertinggi
berada di tangan rakyat, artinya pemerintah dalam negara ini adalah dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga dapat didefinisikan bahwa setiap
orang yang lahir di Indonesia, dapat menjadi seorang Presiden/pemimpin

negara. Di dalam Demokrasi, terdapat keterjaminan, kebebasan, keadilan dan

! Winarno, paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013),
him. 138.
2 Moh Mahfud M.D, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), him.
28.
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kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Terdapat juga nilai-nilai
partisipasi dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh
warga negara dan instrumen negara. Hubungan antar warga negara dan
penyelenggara negara difasilitasi oleh berbagai Lembaga sehingga mendorong
warga negara untuk ikut dalam pembangunan nasional.?

Sebagai negara hukum yang sarat akan nilai-nilai demokrasi,
Indonesia menjamin hak-hak warga negara yang ada di dalamnya. Di era
demokrasi yang terus berkembang, hak asasi manusia juga mengalami
paradigma perkembangan yang sama. Hak asasi manusia yang dimaksud tidak
hanya bermanuver pada pemenuhan hak warga negara dalam kehidupan
semata, namun hak-hak yang dikhususkan dalam negara demokrasi adalah hak
untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara. Hal tersebut tercantum
dalam pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan’*, juga tercantum dalam pasal 43
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap warga negara
berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.® Berdasarkan pasal tersebut, hak politik warga negara dalam

3 Farahdiba Rahma Bachtiar “Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai

Refresentasi, Jurnal Politik Profetik , Vol.3 No 1, 2014, him. 2.

4 Pasal 28 Huruf D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

5> Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2



pemilihan umum/daerah yaitu hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu
hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.

Hak politik warga negara juga mendapatkan jaminan dalam berbagai
instrumen hukum Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
menentukan bahwa:®

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya
sendiri, baik dengan langsung maupun perantara wakil-wakil
yang dipilih dengan bebas.

2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat
dalam jabatan pemerintahan negerinya;

3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah ;
kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan
berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang
rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin

kebebasan mengeluarkan suara.

Dalam konsep demokrasi di Indonesia, setiap warga negara tidak
hanya mendapat hak menentukan siapa pemimpin pemerintahan saja,
namun warga negara juga diberikan hak untuk maju menjadi calon
pemimpin  suatu  pemerintahan  baik  pusat/daerah  maupun
eksekutif/legislatif. Kegiatan pemilihan umum dan atau Pilkada juga

merupakan salah satu cara penyaluran hak asasi manusia yang sangat

6 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia “Hak Politik Warga Negara (Sebuah
Perbandingan Konstitusi)
3



prinsipil yaitu hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana tercantum dalam
Pasal 28 huruf D UUD 1945. Hak politik pencalonan diri dalam pemilu
bukanlah suatu kebebasan tanpa aturan. Ada berbagai syarat yang harus
dipenuhi oleh warga negara yang akan mencalonkan diri sebagai kepala
daerah. Aturan-Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pilkada
tepatnya di Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.” UU Pilkada
yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Putusan MK
adalah hasil uji materi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal

7 ayat (2) huruf i.

Persyaratan pencalonan kepala daerah secara tercantum dalam Pasal
7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,® Pasal 4
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1Tahun 2020 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.®

7UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

8 pasal 7 Ayat 2 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4



Banyak sekali calon kepala daerah yang gagal pada tahap
pencalonan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai undang-undang.
Salah satu syarat yang sangat krusial dan banyak menggagalkan para calon
kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016 tentang

Pilkada yang berbunyi :

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut

. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan

dengan surat keterangan catatan kepolisian .
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf I :

I. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara
lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina

serta perbuatan melanggar kesusilaan lainya.

Pasal 7 huruf | sangat merugikan bagi Hardizal yang merupakan eks
bakal calon Wakil Wali Kota Sungai Penuh. Hardizal gagal maju Pilkada
2020 setelah empat partai mengalihkan dukungan. Penyebabnya, Hardizal
berstatus mantan terpidana kasus narkotika. Atas dasar tersebut Hardizal
mengajukan permohonan pengujian materil UU Pilkada kepada Mahkamah

Konstitusi



Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga yang
melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna mencapai tegaknya
hukum dan keadilan yang lahir dari hasil amandemen Undang-Undang
1945.1° Dalam hal kewenangan, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal
24C ayat (1) UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum. ”Adapun Permohonan pengujian materil UU No 10 Tahun
2016 oleh Hardizal merupakan salah satu tugas dan kewenangan Mahkamah

Konstitusi.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan
untuk mengabulkan Sebagian permohonan pengujian Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 oleh Hardizal. Diantaranya adalah menyatakan
penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang No 10 Tahun 2016
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang
telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan
telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sah

dan telah selesai menjalani masa pidananya serta secara jujur dan terbuka

10 Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
him. 201.
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mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan

terpidana”.

Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Semenjak zaman Nabi
Muhammad SAW hingga berdirinya dinasti-dinasti khilafiyah Islamiyah,
Islam telah memiliki hukum sendiri terutama dalam hal politik. Berdasarkan
kenyataan sejarah yang Panjang, Islam telah mempraktikkan kehidupan
politik yang begitu beragam meliputi berbagai aspek mulai dari konstitusi,
keuangan, luar negeri dan sebagainya. Terlebih setelah bebasnya
kolonialisme, Islam telah mempraktikkan sebuah System politik baru yang
berbeda dengan masa lalu. Umat Islam telah mempraktikkan bentuk negara
seperti yang ada hingga sekarang yaitu kesatuan dan federal. Kedua bentuk
negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai kondisi

yang dihadapi.*!

Pembahasan mengenai aturan tata negara atau ilmu yang membahas
tentang sistem ke tata negaraan dalam Islam disebut dengan Figih Siyasah.
Figih siyasah adalah aspek hukum Islam yang membahas tentang
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.*? Figh siyasah tidak hanya
berpacu pada satu keilmuan saja, melainkan fikih siyasah dibagi dalam

beberapa cabang keilmuan diantaranya adalah siyasah dauliyah, siyasah

1 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figih Slyasah ; Doktrin dan pemikiran politik islam,
(Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008).hIim.198.
2 Muhammad Igbal, Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta,
Pranadamedia, 2014) him.4.
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maliyyah dan siyasah dusturiyyah. Dari hal yang sudah disebutkan diatas,
dapat disimpulkan bahwa agama lIslam sudah mengatur segala aspek
kehidupan termasuk tata cara bernegara yang baik. Segala aspek politik
dalam bernegara tentu tidak terlepas dari adanya tinjauan hukum Islam di
dalamnya termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi pasal
7 ayat (2) huruf I UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dari segala
penjelasan yang telah penulis berikan di atas, penulis akan meninjau putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut menggunakan perspektif fikih siyasah.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan pokok-
pokok masalah yang masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian
skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan = Mahkamah  Konstitusi ~ Nomor

2/PUU/XX/2022 tentang uji materi pasal 7 ayat (2) huruf 1 UU
No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ditinjau dari aspek asas
keadilan hukum.?

2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PUU/XX/2022 tentang uji materi pasal 7

ayat (2) huruf 1 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



a. Tujuan Obyektif
1) Untuk mengetahui tinjauan mengenai Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2/PUU/XX?2022 tentang uji materi pasal 7
ayat (2) huruf I UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dari
aspek asas keadilan hukum
2) Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/
3) \XX?2022 tentang uji materi pasal 7 ayat (2) huruf I UU No 10
Tahun 2016 tentang Pilkada
b. Tujuan Subyektif
1) Sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
2) Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum
Tata Negara dengan harapan akan membawa manfaat di masa
depan.
2. Kegunaan Subyektif

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi

dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara teoritik



Memberikan sumbangan pengetahuan tentang Hukum Tata
Negara dalam dimensi perkembangan pengetahuan ilmu pada

umumnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada

sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI11/2015 Terhadap
Pencalonan Kepala Daerah Mantan Terpidana Perspektif Fikih Siyasah”
yang ditulis oleh M Nur Faizzudin, alumni Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi
tersebut, penulis berusaha menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi No
42/PUU-XI111/2015 yang memperbolehkan seorang mantan terpidana
mengikuti pencalonan kepala daerah menggunakan perspektif fikih
siyasah. Hasilnya penulis menyimpulkan bahwa memperbolehkan
mantan narapidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan
konsep Siyasah Dusturiyah yang memberikan cakupan terhadap hak-
hak umat, karena narapidana tersebut merupakan umat Islam dan
merupakan warga Negara yang benar-benar telah bertaubat dimana

harus dilindungi setiap hak-hanya bagi setiap warga Negara.’®

13 M Nur Faizuddin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015) Terhadap
Kepala Daerah Mantan Terpidana Prespektif Fikih Siyasa, Skrpsi, (Yogyakarta : UIN Sunan
Kalijaga, 2019)
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Perbedaan penelitian M Nur Faizuddin dengan penelitian ini yaitu
penelitian M Nur Faizuddin lebih meninjau langsung mengenai
pencalonan calon kepala daerah mantan narapidana melalui putusan
Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penelitian ini meninjau pasal 7 ayat
2 yaitu perbuatan tercela walaupun tidak sampai pidana yang pernah
dilakukan oleh calon kepala daerah.

2. Penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini
adalah skripsi dengan judul “Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai
Kepala Daerah Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU/XV11/2019) oleh Rifgi Ahmad Nawawi yang
merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta. Penelitian tersebut mendeskripsikan juga mengenai pencalonan
mantan narapidana sebagai kepala daerah hasil dari putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU/XV11/2019 dengan menggunakan kacamata
figih siyasah. Hasilnya Mahkamah Konstitusi memperbolehkan
pencalonan kepala daerah mantan narapidana dengan kualifikasi dan
syarat yang sudah ditetapkan serta hal tersebut juga sesuai dengan Fikih
Siyasah. Perbedaan penelitian Rifgi Ahmad dengan dengan penelitian
ini yaitu penelitian Rifgi Ahmad lebih meninjau langsung mengenai

pencalonan calon kepala daerah mantan narapidana melalui putusan

14 Rifgi Ahmad Nawawi, Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari
Figih Siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019), (Jakarta : UIN Syarif
Hidayatullah, 2020)
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Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penelitian ini meninjau pasal 7 ayat
2 huruf i tentang perbuatan tercela walaupun tidak sampai pidana yang
pernah dilakukan oleh calon kepala daerah.

3. Penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini
adalah Jurnal Yustitia Vol 20 No 2 Desember 2019 karya Ahmad Taufik
yang berjudul Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti
Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVI1/2019. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa hak politik
seyogyanya sudah diatur dalam konstitusi yaitu UU No 12 tahun 2005
tentang pengesahan International Convenant on Civil and Political
Right, serta dalam Pilkada 2020 mengacu pada Putusan MK No
56/PUU-XVI11/2019 bagi mantan narapidana yang diancam 5 tahun atau
lebih harus melewati jangka 5 tahun setelah selesai pemidanaan yang
memperoleh kekuatan hukum.?® Perbedaan jurnal diatas dengan
penelitian ini yaitu jurnal diatas menjelaskan dan menyebutkan
kedudukan mantan narapidana yang akan mencalonkan diri sebagai
kepala daerah haruslah memenuhi syarat-syarat sesuai putusan MK
sedangkan penelitian ini akan meninjau Syarat-syarat tersebut dengan
menggunakan tinjauan Figih Siyasah.

4. Penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

adalah jurnal al gadau volume 1 tahun 2014 yang berjudul “Syarat Calon

15 Achmad Taufik, Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019,( Jurnal Yustitia Vol, 20, No 2, 2019).
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Kepala Daerah dalam Pemilu Kada Perspektif Ulama” ditulis oleh
Abdul Halim Talli, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam jurnal tersebut dijelaskan
bahwa syarat pencalonan kepala daerah adalah tanggung jawab yang
berat. Kepala daerah di samping memimpin penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, juga bertugas merancang, melaksanakan, dan
melakukan pengawasan pembangunan di daerahnya. Kepadanya
dituntut pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, kepada DPRD
dan kepada masyarakat secara umum. Oleh karena demikian berat tugas
dan tanggung jawab kepala daerah, maka seorang kepala daerah
haruslah orang yang berkapabilitas tinggi, memiliki komitmen dan
integritas tinggi dan kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Karenanya untuk mendapatkan kepala daerah yang berkualitas
demikian, diperlukan syarat-syarat yang ketat dan berkualitas tinggi
pula.’® Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian ini adalah jurnal diatas
secara global menjelaskan syarat calon kepala daerah sedangkan
penelitian ini meninjau secara spesifik syarat calon kepala daerah yaitu

tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

E. Kerangka Teoritik

16 Abdul Halim Talli, Syarat Calon Kepala Daerah dalam PemiluKada Prespektif Ulama,
(Jurnal Al Qadau, Volume 1, 2014)
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Kerangka teoritik adalah suatu kerangka konsteptual yang akan
digunakan sebagai pisau dalam menganalisis dan membedah masalah-
masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :

. Figih Siyasah

Secara etimologi (Bahasa) Figih berarti pengertian atau pemahaman,
sedangkan menurut istilah, Figih adalah ilmu Figih adalah pengetahuan
tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya dipraktikkan dan digali dari
dalil-dalil yang jelas. Figh terbagi dalam beberapa cabang keilmuan yaitu
Ushul Figih (metode pengambilan hukum dari dalil-dalil yang ada), Qowaid
Figih (pengaplikasian dan pengujian produk hukum hasil dari ushul figih)
serta Figih itu sendiri yang merupakan hasil produk hukum. Adapun Figih
terdiri dari banyak sekali pembagian yaitu :

1. Figih Muamalah : yaitu hukum yang mengurusi segala aspek
kehidupan sehari-hari dalam ranah konteks sesama manusia
seperti transaksi jual beli

2. Figih Syariah : yaitu figih yang mengurusi segala macam ibadah
mahdlah seperti sholat, puasa dan haji.

3. Figih Al Ahwal Asy Syakhsiyyah : yaitu figh yang mengurus
permasalahan dalam keluarga seperti nikah, iddah dan
sebagainya.

4. Figih Jinayyah : yaitu figih yang mengurus permasalahan tindak

pidana seperti zina, mabuk dan sebagainya
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5. Figih siyasah : yaitu figih yang mengurus tentang

ketatanegaraan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori figih
siyasah sebagai tinjauan terhadap putusan MK No 10/PUU-XX/2022.
Kata siyasah secara etimologi (Bahasa) berasal dari Bahasa arab yaitu
sasa yang berarti mengurus, mengatur. Siyasah juga bisa diartikan
sebagai pemerintah, politik dan membuat kebijakan. Dari uraian, diatas
dapat disimpulkan bahwa Figih siyasah adalah ilmu yang mempelajari
hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,
pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

yang sesuai dengan syariat untuk kemaslahatan umat.’

2. Asas Keadilan Hukum

Secara istilah, asas dapat diartikan sebagai dasar tumpuan
berpikir, dalam konteks hukum asas diartikan sebagai hukum dasar.
Asas adalah suatu dalil yang umum yang dinyatakan dalam istilah
umum tandpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya
yang diterapkan pada serangkaian perbuatan itu. Asas hukum secara
umum didefinisikan sebagai dasar yang dijabarkan dari hukum positif
yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang

lebih umum.18

17 Wahyu Abdul Ja’far, “Figih Siyasah Dalam Prespektif Al-quran dan Al-Hadist, Al Imarah :
Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1. 20Hu18.

18 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya
Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 2, 2014,
him. 2
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Sedangkan keadilan secara hakikat berarti penilaian terhadap
suatu perlakuan atau Tindakan dengan mengkajinya °dengan suatu
perlakuan atau Tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang
menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Dari uraian
uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas keadilan hukum adalah
dasar hukum positif yang mengandung nilai nilai keadilan terhadap

suatu perlakuan atau Tindakan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan
metode sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library Research).
Data-data yang akan dijadikan sumber utamanya nantinya adalah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal
7 Ayat (2) Huruf | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pilkada.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yakni mendeskripsikan
menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti Penelitian ini

akan menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-

19 Tata Wijayanta, ,him 4
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XX/2022 dengan tinjauan Fikih Siyasah kemudian ditarik kesimpulan dari
data-data yang ada.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.?°
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Bahan Hukum Primer
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berupa :
I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945
Ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang.
iii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1Tahun 2020

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

20 Sperjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him. 13-14.
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil

Wali Kota.
IV. Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
V. Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia

Vi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

b. Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder yaitu data pendukung berupa buku-buku, kitab-kitab,
hasil-hasil penelitian sebelumnya, undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan menteri, peraturan-peraturan pemilu/Pilkada
dan data-data pendukung lainya yang memiliki relevansi dengan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022.
5. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif

dan tidak dikenal dengan data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:
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Bab satu, berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai teori yang digunakan sebagai pisau
analisa yaitu menggunakan teori Fikih Siyasah dan Hukum Ideal.

Bab tiga, berisi tentang pengertian Pasal 7 UU No 10 Tahun 2016
tentang syarat calon kepala daerah, serta mengenai Mahkamah Konstitusi
Nomor 2/PUU-XX/2022.

Bab empat, berisi tentang analisis dari penulis mengenai dasar
pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 serta
tinjauan Fikih Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
2/PUU-XX/2022.

Bab lima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil

analisis penelitian kemudian diikuti dengan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, yaitu Tinjauan
Asas Keadilan Hukum dan Figih Siyasah Terhadap Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7
Ayat (2) Huruf |1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022
Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf 1 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada telah sesuai dengan Asas
Keadilan Hukum. Perbuatan tercela yang pernah dilakukan oleh
seseorang tidak serta merta menghilangkan haknya menjadi
pemilih dan dipilih sebagaimana dijelaskan dalam dalam Pasal
21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Salah
satu tujuan asas keadilan hukum adalah keadilan sosial.
Keadilan ~ sosial dapat dimaknai  seorang  hakim
mempertimbangkan putusan yang mereka buat dengan
memanndang kemanfaatan kepada masyarakat. Kemanfaatan
dalam masyarakat bukan hanya hak masyarakat saja namun juga
pelaku perbuatan tercela. Dalam hal ini pelaku perbuatan tercela

yang telah menjalani hukuman sesuai peraturan perundang-

69



undangan, juga masih memiliki hak sebagai masyarakat dan
warga negara

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022
Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf 1 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada telah sesuai dengan
Figih Siyasah. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun ulama atau
para ahli dalam politik Islam yang menyebutkan salah satu syarat
menjadi pemimpin satu wilayah adalah bersih dari perbuatan
tercela namun dengan menggunakan konsep adil . Adil bagi
rakyat dan adil bagi dirinya (Terhindar dari perbuatan tercela dan
berkelakuan baik). Dalam menerapkan konsep adil tersebut
putusan MK memberi berbagai syarat kepada seseorang yang
telah berbuat tercela jika ingin maju menjadi Calon Kepala
Daerah, sehingga konsep adil tetap ditegaskan menurut Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022.

B. SARAN
Dari kesimpulan diatas, berikut beberapa saran/rekomendasi yang
diajukan oleh penulis :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022
Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf 1 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada harusnya menjadi bahan
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referensi bagi pejabat yang berwenang untuk kedepanya dalam
membuat undang-undang yang terkait.

Bagi seseorang yang maju dalam Pilkada dan merupakan mantan
narapidana/pernah melakukan perbuatan tercela seperti yang
dijelaskan dalam Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf |1 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 hendaknya bersungguh-sungguh
untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga
dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Bagi masyarakat/para pemilih, hendaknya menggunakan hak
pilihnya untuk memilih calon pemimpin terbaik diantara lainya.
Mahkamah Konstitusi dalam hal ini hanya memberikan hak
.kepada seseorang maju menjadi calon kepala daerah, selebihnya

masyarakatlah yang menentukan.
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